BAB YV
PENUTUP

B. KESIMPULAN
Dari seluruh pembahasan dari hasil penelitian yang sudah disebutkan
diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem denda dalam proses keberatan dan banding wajib pajak di Indonesia,
menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tidak memberikan kepastian
hukum yang adil. Fiskus memiliki kekuasaan absolut untuk menetapkan
besaran pajak dan keputusan atas keberatan, tidak mencerminkan kesamaan
kedudukan hukum antara wajib pajak dan fiskus, bertentangan dengan Pasal
27 ayat (1) UUD 1945. Berbeda dengan Amerika Serikat yang memiliki tiga
tingkat peradilan pajak yang transparan, yaitu US Tax Court, US District
Court, dan US Court of Federal Claims, serta Australia yang memiliki
mekanisme mediasi netral melalui Australian Tax Office (ATO). Wajib pajak
di Indonesia menghadapi risiko denda 30% pada proses keberatan dan 60%
pada proses banding, yang sebelumnya lebih tinggi yaitu 50% dan 100%. Ini
menunjukkan bahwa sistem denda di Indonesia lebih memberatkan
dibandingkan negara lain yang lebih transparan dan adil dalam penyelesaian
sengketa pajak.

2. Untuk meningkatkan keadilan fiskal di Indonesia, perlu diterapkan hak-hak

wajib pajak seperti hak memperoleh informasi, bimbingan, didengarkan, hak
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banding, kepastian, privasi, dan kerahasiaan. Prinsip keadilan dan kesamaan
kedudukan hukum harus ditegakkan sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Pengadilan Pajak di Indonesia harus lebih transparan, memberikan pilihan
kepada wajib pajak untuk memilih sistem peradilan, serta menghilangkan
hambatan penerapan prinsip keterbukaan seperti kewajiban merahasikan dan
seleksi putusan yang dipublikasikan. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip
keadilan, efektivitas, dan kemudahan administrasi, diharapkan wajib pajak
dapat memenuhi kewajiban dengan baik dan keadilan fiskal tercapai,
meningkatkan rasa kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak terhadap sistem
perpajakan.
C. SARAN

Sebagai saran dan masukan oleh penulis dari hasil penelitian dan kesimpulan

diatas adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum untuk menciptakan keadilan atas denda keberatan
dan denda banding hendaknya diberikan pengaturan secara khusus dalam
sistem hukum pajak, dengan cara meletakkan pengaturannya pada Undang-
undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UUKUP).

2. Dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, agar wajib pajak dapat
menjalankan kewajiban pajak dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan pertimbangan lain adalah bahwa hukum pajak
merupakan hukum yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan

dengan hukum administrasi pemerintahan. Karena sifat kekhususan inilah
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disarankan agar pengaturannya pun juga diletakkan secara khusus dalam
lingkup sistem hukum pajak, tidak digabungkan dengan lingkup sistem hukum
administrasi negara secara umum.

. Dipisahkannya sistem keberatan maupun banding dari kewenangan Dirjen
Pajak maupun Kementerian Keuangan kepada lembaga independen dapat
memberikan asas keadilan serta menghindari abuse of power dari salah satu
pihak, sehingga asas keadilan dalam keberatan maupun banding pajak dapat

tercipta.
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